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ABSTRAK

Konsep pembangunan ekonomi konvensional semakin mendapatkan kritik dari
masyarakat global. Konsep ini dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi
masyarakat dan lingkungan saat ini. Karena dinamika ini, semakin dirasakan
tuntutan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan perspektif ke arah
pembangunan berkelanjutan ini membutuhkan penyesuaian peraturan perundang-
undangan, sehingga hukum dapat tetap relevan dan mendukung pencapaian
pembangunan berkelanjutan. Penyesuaian peraturan hukum untuk mencapai tujuan
yang ingin dicapai oleh masyarakat dikenal dengan istilah politik hukum.

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan membutuhkan kontribusi aktif dari
semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Bisnis sebagai bagian
penting dari pembangunan memegang peranan penting dalam pembangunan
berkelanjutan, salah satunya dalam kontribusinya bagi masyarakat dan lingkungan
yang biasa dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Namun, regulasi TIJSL Indonesia saat ini masih tersebar di berbagai undang-undang
yang menyebabkan implementasi TISL menjadi tidak efektif. Proses pembuatan
undang-undang yang secara spesifik mengatur TJSL juga menghadapi masih
menghadapi banyak tantangan.

Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hubungan dan
keselarasan regulasi TJSL di Indonesia dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan analisa terhadap nilai-nilai
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur TJSL dengan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan indikator pencapaian
pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan analisa yang dilakukan, dipahami bahwa
pada umumnya regulasi TJSL saat ini telah sejalan dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya nilai dalam TPB yang
terkandung dalam regulasi TJSL.

Tujuan kedua adalah untuk menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan
TJSL seharusnya beradaptasi agar dapat menjawab tantangan pembangunan
berkelanjutan. Berdasarkan analisa terhadap Rancangan Undang-Undang
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (RUU TJSP), kesamaan nilai yang dimiliki
RUU dengan konsep pembangunan berkelanjutan menunjukkan telah
digunakannya pertimbangan pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RUU.
Namun demikian, RUU TJSP belum secara spesifik mengatur beberapa aspek
penting dalam TJSL yang diperlukan untuk mempertemukan berbagai kepentingan
dari pemangku kepentingan pelaksanaan TJSL. Hal-hal tersebut penting untuk
diatur agar pengaturan TJSL dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan
sehingga implementasi TISL dapat dilakukan secara efektif.

Kata Kunci: politik hukum, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL),

pembangunan berkelanjutan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB),
perusahaan.
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ABSTRACT

The concept of conventional economic development has been criticised in the global
community. This concept is often considered obsolete and irrelevant to the current
society and the environment condition. Due to this dynamic in society, there are
rising demands for sustainable development. This perspective changes towards
sustainable development requires law and regulation to adjust, hence law could
stay relevant and even support the achievement of sustainable development.
Adjustment of legal regulations to achieve the goals desired by society is known as
legal politics.

Achieving sustainable development requires active contributions from all
stakeholders, including the private sector. Business as an important part of
development plays an important role in sustainable development, one of which is in
its contribution to society and the environment, which is commonly known as CSR.
However, current Indonesia CSR regulations are still scattered in various Acts and
cause ineffective implementation of CSR. The progress of making Act dedicated to
CSR also still faces many challenges.

This research first aim is to explain how Corporate Social Responsibility (CSR) law
and regulation in Indonesia are aligned and support Sustainable Development
Goals (SDGs) achievement. To achieve this aim, analysis of the values in various
Acts which contain CSR regulations was carried out to be compared with the
Sustainable Development Goals (SDGs), which is an indicator of the sustainable
development achievement. Based on the analysis, it is understood that most of the
the current CSR regulations are in line with the principles of sustainable
development. This can be seen from the many SDGs values which are contained in
the CSR regulations.

The second one is how CSR law and regulation should adapt to overcome the
sustainable development challenges in the context of business regulation. Based on
the analysis of the Act Draft on Corporate Social Responsibility, it is understood
that the proposed Act has used the consideration of sustainable development, which
can be seen from the similarity of values between the Act Draft and sustainable
development concept. However, the proposed Act has not specifically regulated
several important aspects of CSR that are needed to synergise various interests of
stakeholders in the implementation of CSR. This is important for the CSR
regulations to fulfil so that the CSR regulation can be accepted by all shareholders
and the implementation of CSR can be carried out effectively.

Keywords: legal politics, Corporate Social Responsibility (CSR), sustainable
development, Sustainable Development Goals (SDGs), company/ corporation.
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